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RINGKASAN

Persoalan Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat
penting, oleh karena sebagian kehidupan manusia itu tergantung pada tanah.
Peranan tanah yang semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun
untuk kegiatan usaha menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan akan dukungan
berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama
memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap dan jelas yang
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah
maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna memperoleh
sertifikat tanah dengan alat bukti hak atas tanah yang dimiliki. Pendaftaran tanah
diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pada Pasal
19 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan penunjukan pejabat yang dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961. berdasarkan Pasal 5
ayat (1), salah satu pejabat yang dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah adalah Camat/Asisten Wedana yang karena jabatannya (ex officio) dapat
merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah kerjanya.

Camat/ Asisten Wedana yang merupakan Kepala Wilayah Kecamatan
mempunyai tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dimana salah
satu tugas dan wewenangnya adalah membuat dan mengesahkan akta peralihan
hak atas tanah (jual beli), yang kemudian setelah dibuatkan akta jual belinya dapat
didaftarkan dalam pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan/Kantor Pendaftaran
Tanah (KPT). Dalam kasus sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan Pujer
Kabupaten Bondowoso dimana pada saat itu seorang Camat/Asisten Wedana
berhalangan yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya
sebagai Kepala Pemerintahan maupun sebagai PPAT sementara, maka Wakil
Camat/Wakil Asisten Wedana Wilayah Kecamatan tersebut menggantikan
Camat/Asisten Wedana dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PPAT-
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sementara yaitu membuat dan mengesahkan akta peralihan hak atas tanah (jual
beli)

Adapun permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi
ini adalah mengenai apakah Wakil Camat / Wakil Asisten Wedana berwenang
untuk membuat dan mengesahkan akta jual beli tanah dan bagaimana konsekuensi
yuridis atas akta jual beli tanah yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Wakil
Camat/Wakil Asisten Wedana.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini disamping untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum juga untuk mengetahui jawaban atas kedua permasalahan tersebut
di atas. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan metode
penulisan untuk membahas permasalahan yang ada, dalam hal ini penulis
menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif. Sumber Bahan Hukum yang
digunakan adalah Sumber Bahan Hukum Primer ditunjang oleh Sumber Bahan
Hukum Sekunder, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang
digunakan adalah studi literatur dan studi lapangan dengan cara melakukan
wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait antara lain dengan Bpk.
Ansori, S.H.,M.H., Bpk. S.Piter Samosir, S.H.,M.A. (selaku Praktisi Hukum), dan
Bpk. Halomoan Sianturi, S.H. (selaku salah satu Hakim di Pengadilan Negeri
Bondowoso). Setelah data terkumpul dilakukan analisis data dengan metode
normatif kualitatif.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa : apabila Camat/Asisten Wedana, berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat
yang dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah Serta Hak dan Kewajiban, diangkat sebagai PPAT sementara berhalangan
atau cuti yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan tugasnya, baik sebagai
Kepala Pemerintahan maupun sebagai PPAT sementara, maka Wakil
Camat/Wakil Asisten Wedana berhak melakukan perbuatan hukum sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal tersebut diatur pada Surat Edaran yang
dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria No. Unda 1/2/8 tertanggal 21
April 1962, yaitu : Apabila Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena
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sesuatu sebab (misalnya : sakit atau bercuti) tidak dapat menjalankan tugasnya,
maka yang bertindak selaku Pejabat ialah pegawai yang secara sah mewakilinya
sebagai Asisten Wedana. Terhadap akta jual beli tanah yang dibuat dan
ditandatangani oleh Wakil Camat/Wakil Asisten Wedana ketika Camat/Asisten
Wedana berhalangan dan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, adalah sah secara hukum ketika proses

pembuatannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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